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<b>ABSTRAK</b>

Prosedur penyel esaian sengketa dagang dalam WTO diatur dalam artikel XXI1 dan XXI11 GATT 1994 dan
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). Menurut Pasal 3.7
DSU, sasaran dan tujuan utama sistem penyelesaian sengketa WTO adalah menjamin penyelesaian yang
positif bagi suatu sengketa dan sistem ini sangat cenderung menyel esaikan sengketa melalui konsultasi
daripada proses pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dilaksanakan dengan beberapa cara yang diatur dalam
DSU, yaitu konsultasi atau negosiasi, pemeriksaan oleh Panel dan Appelate Body, arbitrase, dan good
offices, conciliation, dan mediation, dengan yurisdiksi yang bersifat integrated, compulsory, dan
contentious. Berdasarkan Pasal 3.2 DSU, sistem penyelesaian sengketa WTO bertujuan untuk memelihara
hak dan kewajiban negara anggotanya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Persetujuan
WTO (covered agreement). Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan
perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmennyadi World Trade Organization (WTO) atau
mengambil kebijakan yang kemudian merugikan kepentingan negaralain. Negara - negara anggotaWTO
telah sepakat bahwa jika ada negara anggota yang melanggar peraturan perdagangan WTO, negara - negara
anggota tersebut akan menggunakan sistem penyelesaian multilateral daripada melakukan aksi sepihak. Ini
berarti negara-negara tersebut harus mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati putusan
yang diambil. Salah satu jalan keluar, dan merupakan upaya terakhir dalam penyel esaian sengketa, apabila
pihak pelanggar tidak dapat melaksanakan rekomendasi/putusan DSB adalah retaliasi atau penangguhan
konsesi. Pasal 22 ayat 6 DSU.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

Dispute settlement procedure in the WTO set in article XXI1 and XXI11 of GATT 1994 and the
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). According to Article
3.7 DSU, major goals and objectives of the WTO dispute settlement system isto ensure a positive solution
to adispute and the system is very likely to resolve disputes through consultation rather than litigation.
Dispute resolution is implemented in several ways set out in the DSU, namely consultation or negotiation,
examination by the Panel and the Appelate Body, arbitration and good offices, Conciliation and mediation,
with jurisdictions that are integrated, compulsory, and contentious. Pursuant to Article 3.2 DSU, the WTO
dispute settlement system aimsto preserve the rights and obligations of Member States under the provisions
contained in the WTO Agreement (covered agreement). Disputes can arise when a country sets acertain
trade policies that are contrary to the commitments in the World Trade Organization (WTO) or take out a
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policy which then harm the interests of other countries. Countries - WTO members have agreed that if
member countries that violate trade rules of the WTO, the country - the member states will use the
multilateral settlement system rather than take unilateral action. This means that these countries should
comply with agreed procedures and respect the decision taken. One way out, and it isthe last resort in
resolving disputes, if the offender can not implement the recommendation / decision DSB is retaliation or
suspension of concessions. Article 22, paragraph 6 DSU.</i>



